
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.117, 2019  EKONOMI. Pembiayaan Ekspor Nasional (Penjelasan 

dalam Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6360) 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 43 TAHUN 2019    

TENTANG 

KEBIJAKAN DASAR PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perekonomian nasional 

melalui sektor perdagangan luar negeri yang 

berorientasi pada pengembangan Ekspor nasional, 

diperlukan kebijakan yang mendukung program 

Pemerintah dalam meningkatkan Ekspor nasional; 

  b. bahwa dalam upaya meningkatkan Ekspor nasional 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun 

Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 

Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan 

Ekspor Nasional; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEBIJAKAN DASAR 

PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1.  Pembiayaan Ekspor Nasional yang selanjutnya 

disingkat PEN adalah fasilitas yang diberikan kepada 

badan usaha termasuk perorangan dalam rangka 

mendorong Ekspor nasional. 

2.  Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang 

selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan 

Ekspor Indonesia. 

3.   Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat 

RJP adalah rencana strategis yang mencakup rumusan 

mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh 

LPEI dalam periode 5 (lima) tahun. 

4.  Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah 

Negara Republik Indonesia. 

5.  Pelaku Ekspor adalah badan usaha, baik berbentuk 

badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, 

termasuk perorangan yang melakukan Ekspor. 

6.  Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang 

melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar 

modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga 

pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 
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7.   Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

 

Pasal 2 

(1)  Kebijakan dasar PEN bertujuan: 

a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif 

bagi peningkatan Ekspor nasional;  

b. mempercepat peningkatan Ekspor nasional; 

c. membantu peningkatan kemampuan produksi 

nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki 

keunggulan untuk Ekspor; dan 

d. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, 

menengah, dan koperasi untuk mengembangkan 

produk yang berorientasi Ekspor. 

(2)  Kebijakan dasar PEN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diwujudkan melalui: 

a. penerapan kombinasi strategi PEN pada aspek 

pelaku, aspek produk, dan aspek pasar; 

b. pelaksanaan PEN untuk mendukung hilirisasi 

produk Ekspor, diversifikasi produk dan pasar 

Ekspor, serta meningkatkan volume dan nilai 

Ekspor; dan/atau 

c. sinergi dengan pemangku kepentingan. 

 

BAB II 

STRATEGI PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL 

 

Bagian Kesatu 

Arah Strategi Pembiayaan Ekspor Nasional 

 

Pasal 3 

(1)  Strategi PEN diarahkan pada kegiatan: 

a. menghasilkan devisa; 

b. menghemat devisa dalam negeri; dan/atau  

c. meningkatkan kapasitas produksi nasional. 
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(2)  Strategi PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan komposisi tertentu yang didukung 

analisis dampak ekonomi dan sosial. 

(3)  Strategi PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dicantumkan dan dilaksanakan melalui RJP. 

 

Pasal 4 

(1)  Kegiatan yang menghasilkan devisa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan 

kombinasi Ekspor pada aspek pelaku, aspek produk, 

dan aspek pasar. 

(2)  Kegiatan yang menghemat devisa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan 

kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang 

sebelumnya diimpor, untuk menghasilkan barang 

dan/atau menyediakan jasa yang berorientasi Ekspor. 

(3)  Kegiatan yang meningkatkan kapasitas produksi 

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf c merupakan kegiatan mendorong Pelaku Ekspor 

dalam rangka hilirisasi dan pengembangan produk 

berorientasi Ekspor yang berdaya saing tinggi. 

 

Bagian Kedua 

Pembiayaan Ekspor Nasional Dalam Rangka Menghasilkan Devisa 

 

Paragraf 1 

Pembiayaan Ekspor Nasional pada Aspek Pelaku 

 

Pasal 5 

Aspek pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

merupakan Pelaku Ekspor yang meliputi: 

a.  usaha mikro, kecil, dan menengah; 

b.  usaha menengah berorientasi Ekspor; 

c.  koperasi; dan 

d.  pelaku usaha lainnya. 
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Pasal 6 

(1)  PEN mendorong pengembangan usaha Pelaku Ekspor 

yang ada dan menghasilkan Pelaku Ekspor yang baru. 

(2)  Prinsip mengenal nasabah diterapkan kepada Pelaku 

Ekspor yang akan menggunakan PEN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 7 

(1)  Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan usaha 

mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

(2)  Usaha menengah berorientasi Ekspor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pelaku usaha 

yang memiliki penjualan tahunan lebih besar dari 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai 

dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar 

rupiah). 

(3)  Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang mengenai Perkoperasian. 

(4)  Pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf d merupakan pelaku usaha yang memiliki 

penjualan tahunan lebih besar dari 

Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) selain 

koperasi. 

(5)  Nilai nominal penjualan tahunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat diubah 

sesuai dengan perkembangan perekonomian. 

(6)  Ketentuan mengenai perubahan nilai nominal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 
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